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RINGKASAN

EVI SEPTA PUSPITASARI, S.H, Program Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas

Penjaminan Ulang Fidusia Ditinjau Dari Undang — Undang Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Komisi Pembimbing Utama

Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U., Pembimbing Kedua Dr. Bambang Sugiri, S.H.,

M.S.

Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips,
terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UUJF menimbulkan kekaburan hukum.
Jaminan Fidusia ulang memberikan ketidakpastian hukum bagi kreditor kedua,
adanya peluang untuk fidusia ulang oleh pemberi jaminan fidusia kepada
penerima jaminan fidusia yang lainnya. Hal ini menjadi lemahnya perlindungan
hukum terhadap kreditor, perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima
jaminan fidusia hanya dapat diperoleh apabila telah tercapainya kepastian hukum,
yaitu pada saat pemberi jaminan fidusia telah menandatangani Akta Jaminan
Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem
pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang
fidusia ditinjau dari Undang — Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan
Fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan
fidusia ?

2. Bagaimanakah bentuk rekontruksi perlindungan hukum bagi penerima
jaminan fidusia ulang ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penuliasan tesis ini adalah
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang —
undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan( Library research ) dan
studi dokumen ( document research ), yaitu dengan cara mempelajari dan
mencatat dari bahan — bahan pustaka yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
Perlindungan hukum terhadap Kreditor Kedua apabila Obyek Jaminan Fidusia
sebelumnya telah didaftarkan pada lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam
hal ini dalam Pasal 11 UUJF menyatakan bahwa benda yang dibebani Jaminan
Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini memberikan multitafsir, meskipun sudah
ada PP yang mengatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online,
akan tetapi masih dimungkinkan adanya jaminan fidusia ulang. Notaris tidak
diwajibkan untuk mengecek jaminan fisik apakah benar surat pernyataan yang
dibuat oleh pemberi jaminan fidusia tersebut dengan benda fisik yang dijadikan
objek jaminan fidusia benar — benar sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat
oleh pemberi jaminan fidusia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia Ulang.



SUMMARY

EVI SEPTA PUSPITASARI SH, Masters Program of Notary, Faculty of Law,
University of Brawijaya, Legal Protection for Creditorsover Repeated Fiduciary
viewed from Law of Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 On Fiduciary,
Supervising Commission. Bambang Winamo, S.H., S.U., Second Advisor. Bambang
Sugiri, S.H., MS.

Fiduciary in the form of merchandise inventory in the form of Philips lights,
related to Article 11 paragraph (1) Law of Fiduciary(UUJF) caused legal uncertainty.
The Repeated Fiduciary provides legal uncertainty for the second creditor, the
opportunity for repeatedfiduciary by the fiduciary guarantor to the other fiduciary
recipient. This is a weak law protection against creditor, and legal protection for
creditors as recipients of fiduciary can only be obtained when the legal certainty is
reached, that is, when the fiduciary provider has signed the Fiduciary Guarantee
Certificate made before the Notary and has been registered through the electronic
fiduciary registration system

Based on the description above, this thesis raised the problem formulation:

1. How is the legal protection of the Second Creditor on Repeated Fiduciary viewed
from Law Number 42 of 1992 onFiduciary relating to Article 11 concerning on
obligations of Fiduciary guarantee registration?

2. What is the form of legal protection reconstruction for the repeated fiduciary
receiver?

The research method used in this thesis research is normative juridical
research by using the approach of legislation and conceptual approach. Primary,
secondary and tertiary law materials collection techniques are conducted through
library research and document research, i.e. by studying and recording of collected
library materials.

Based on the results of this study, it can be concluded that the protection of
the law against the second creditor if the Fiduciary Object has previously been
registered on the Fiduciary Registration Department in this case in Article 11 Law on
Fiduciary (UUJF) states that objects under the Fiduciary Guarantee must be
registered. In this case it gives multiple interpretations, though there is alreadya
governmental regulation (PP) governing the registration of online fiduciary
guarantee, but it is still possible to repeat fiduciary guarantee. Notary is not required
to check the physical guarantee whether it is true that the statement made by the
fiduciary guarantor with the physical object as the object of the fiduciary is actually
in accordance with the statement made by the fiduciary guarantor.

keywords: Law Protection, repeated fiduciary
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